
SALINAN 

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS 
IBUKOTA JAKARTA 

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS 
IBUKOTA JAKARTA 

NOMOR 4 TAHUN 2019 

TENTANG 

PELAYANAN KESEHATAN BAGI MANTAN GUBERNUR DAN MANTAN 
WAKIL GUBERNUR BESERTA ISTRI/SUAMI 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, 

Menimbang : a. bahwa mantan Gubernur dan mantan Wakil Gubernur telah 
mengabdi pada pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota 
Jakarta; 

b. bahwa untuk memberikan penghargaan atas pengabdian 
mantan Gubernur dan mantan Wakil Gubernur, perlu diberikan 
pelayanan kesehatan bagi mantan Gubernur dan mantan Wakil 
Gubernur; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Gubernur tentang Pelayanan Kesehatan Bagi Mantan Gubernur 
dan Mantan Wakil Gubernur Beserta Istri/ Suami; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara; 

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan 
Sosial Nasional; 

3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan 
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara 
Kesatuan Republik Indonesia; 

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan; 

6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan 
Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS); 
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7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 	Tahun 2000 	tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah 	dan Wakil 	Kepala 
Daerah; 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 	Tahun 2005 	tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah; 

10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan 
Kesehatan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016; 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 
beberapa kali• diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 

12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 tentang 
Standar Tarif Pelayanan Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan 
Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan 
Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan; 

13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang 
Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan 
Nomor 95 Tahun 2015; 

14. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok 
Pengelolaan Keuangan Daerah; 

15. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem 
dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014; 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PELAYANAN KESEHATAN 
• BAGI MANTAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BESERTA 

ISTRI/ SUAMI. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

• Pasal 1 

Dalam •Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 

2. • Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur dan Perangkat 
Daerah sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah. 

3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus 
Ibukota Jakarta. 



4. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Provinsi Daerah 
Khusus Ibukota Jakarta. 

5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah 
Khusus Ibukota Jakarta. 

6. Fasilitas Kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang 
digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan 
kesehatan perorangan, baik promotif, preventif, k-uratif maupun 
rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah 
Daerah, Swasta dan/atau Masyarakat. 

7. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang 
menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara 
paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan 
dan gawat darurat. 

8. Anggaran Pendapatan dan 13elanja Daerah yang selanjutnya 
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah 
Daerah yang dibahas dan disetujui bersama antara Pemerintah 
Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) serta 
ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

9. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut RSUD 
adalah Rumah Sakit Umum Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 

10. Rumah Sakit Khusus Daerah yang selanjutnya disebut RSKD 
adalah Rumah Sakit Khusus Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 

11. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN 
adalah program pemerintah yang bertujuan memberikan 
kepastian jaminan kesehatan. 

• 
12. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat 

BLUD adalah satuan kerja atau unit kerja pada SKPD atau 
UKPD yang mempunyai tugas dan fungsi memberikan 
pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang 
dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari 
keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan 
pada prinsip efisien, efektifitas dan produktifitas. 

BAB II 

MAKSUD DAN 'I'UJUAN 

Pasal 2 

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dalam 
themberikan pelayanan kesehatan bagi mantan Gubernur dan 
mantan Wakil Gubernur beserta istri/suami. 

Pasal 3 

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk memberikan pelayanan 
kesehatan yang optimal kepada mantan Gubernur dan mantan 
Wakil Gubernur beserta istri/suami. 



BAB III 

KEPESERTAAN 

Bagian Kesatu 

• Umum 

Pasal 4 

Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ni 
diberikan kepada: 

a. mantan Gubernur dan mantan Wakil Gubernur; dan 

b. istri atau suami yang sah dari mantan Gubernur dan mantan 
Wakil Gubernur. 

Bagian Kedua 

Pelayanan Kesehatan 

Pasal 5 

Pelayanan kesehatan yang diberikan kepada mantan Gubernur dan 
mantan Wakil Gubernur beserta istri/ suami dilaksanakan di 
RSUD, RSKD, Rumah Sakit Swasta dan Rumah Sakit di Luar 
Negeri. 

Bagian Ketiga 

Hak Kelas Perawatan 

Pasal 6 

Hak kelas perawatan yang diberikan kepada mantan Gubernur dan 
mantan Wakil Gubemur beserta istri/ suami merupakan hak kelas 
perawatan VVIP. 

BAB IV 

KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 7 

Biaya peningkatan pelayanan kelas perawatan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) dibebankan pada: 

a. BLUD RSUD/RSKD untuk pelayanan pada RSUD/ RSKD; dan 

b. Anggaran Dinas Kesehatan untuk pelayanan pada Rumah Sakit 
Swasta dan Rumah Sakit di Luar Negeri. 



BAB V 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 8 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita 
Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 

Ditetapkan di Jakarta • 

pada tanggal 21 Januari 2019 

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS 
IBUKOTA JAKARTA, 

ttd 

ANIES BASWEDAN 
Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 23 Januari 2019 

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS 
• IBUKOTA JAKARTA, 

ttd 

SAEFULLAH 

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA 
TAHUN 2019 •NOMOR 75001 

Salin 
KEPALA BI 

PROVINSI 

dengan aslinya 
KRETARIAT DAERAH 

IBUKOTA JAKARTA, 

A  
ANAH 

NI 	i'994032003 
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